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Pemerintah Perlu Menyelaraskan Strategi Komunikasl

Pengesahan RKUHAP
.. DARI HALAMAN 1

kekbawatran yany lahir dan polongan
pusal yang beredar tnpa konteks. Di
berbiaga platform, sebuah cuplkan leks
thapat dengan cepat drkonstngkst menjads
ancaman, sementany elaborast nonmatil
vang ebih utuh tengeelam dalom kebusi-
i i

Fenomena int menggambarkan
bugaimana ehosislem digital kontem-
purer bekerja o bawah loatka velocity
of communication VoCo), sebuah kajian
baru yang menjelashan bondisa di mana
percepatan anus mformasi melampaut
Kapusitas publik unluk melukukan
venfikast. mterpretast, dan peniluian
rasional. Dalam kerangha VoCo, persepsi
publik sering kali dibentuk bukan
oleh 151 kebijakan, meluinkan oleh
bugumeana hebyakan ifu disebarluaskan,
direproduksi. dan dimakna secara
spontan. Respons Lerhadap RKUHAP
memperlthatkan hal tersebul dengan
ferang.

Padahal. jiks membacy naskah
RKUHAP sevara komprehensil, sejum-
luh pemburuan nommiatl vang diperke-
nalkan pemerintah justru menjawah

problem struktural yang selama ini
menghambal efeklivitas dan keadilan
sistem peradifan pidna. KUHAP vany
lair padda era trunsist pelink empat di-
Kade Lol memuat banyak kekurangan
konseptual, mula dan ketdakjelasan
butus kewenungan penyidik. lemahmya
jaminn hik lersamgkal hingea rumusan
nommi e bk i Koompatibel denyan
perkiembartgan hukum moderm. lermasu
peirsip-prinsip (o friad Jan diie process
ofl.

RKUHAP menawarkan korekst ter
hadap berbagui persoalan tersebut. Pe-
naualan peran penasinal hukum sejk
uhap awal, penegasan mekenisme
Kontro! lerhadup tindukan upaya paksa.
standundisast penahiman, serta penatin
lany praperadilan merupakan bugian
arrtapatya menmperkuat pertmdunin hak
peosetlural wara negrs Modemisis
sejumbah ketentuam. termasuk penyels-
rasan dengan perkembanyan teknolog
lamstruktur perachlan, juga menunjukkan
buhwa pemennlh berupaya membawa
hukum acaru pidana Indunesia keluar
an stagnast normail.

Substansi pembanian 1ni semestinya
menjal pusat perhiatian publik. Namun
dulam atmosfer komunikast digital
vang ditentukan oleh kecepati, bukan

edalaman, narasi positi{ kalah cepu
(art simphfikasi vang senng kah me-
myesathan. Ketika proses pembeniukan
persepé ik diimbang dengan Blerust
kontchstual, polensi penyimpangan pe-
mithamun menjad samgat besar. Sebuah
pasal vuny diramceng untuk memperkaal
akunlablias dapal dtafsirkan sehaga
ancamn, dar sebial pembauan yang
dituyukan uniuk melindungn warga da-
put dibmgka seoluh mengurung huk
merek

Oleh Karemer th; perstilan ulama pas-
cupenyesaban REUIAP buban sckodar
buguiniana publik mengknlisi pasul
dem pasl, letapr bagaimana negary
ddan musyarakal bersama-sima mem-
bungun ekosistem pengetahuan yang
memungkinkan pemafiaman lerhadap
hukum berkembany secara Tasional.
Warsa lentu berhak mengjukan kntik:
namun kelik by akan produktil ik
tipandu oleh informast vang uivh dan
representalil. Pemerintah pun perfu
menyesuatkan strateg homunikasiny,
arena dulom era VoCo, akurast harus
berjalan berirmyan dengan kecepatan,
Sebuah kebijakan tadak cukup hanya be-
nar, i ares dapal dipahari secara berar

Perdebatan mengenar RKUHAP
Karenanya membuka ruang reflekst bagt

stluruh pemanghu kepentingan. Negary
media, akademist, dan masyarakat
dherital peru menata ulng cora mereka
bennieraksi dalam memakna Kebija-
kan publik. Reformast hukum acara
pidana bukan hanya persoalan teknis
lenslast, tetapt bagian dun tsaha lebih
luas untuk memngkatkan mulu demo-
hrust prosedural. Dalam kerangha terse-
but. pembarun vang dimisizst peme-
ninlah merupakan langkah yang patut
dhapresiast sehagui buman dan kont-
nuntas reformas hukum.

Dt tenzah derasnya arus informasi
kualitas demokrasi bergantung pada
stjauh mana pengelahuan dupat dibeds-
han dart notse, dan unalists dapat me-
nang melampau sensasi. Tanpa 1lu,
diskursus mengenat kebijakan apa pun,
fermuasik REUHAP, akan lerus berada
persimpangan antare krilik yimg sahih,
hetakulan vang tdak proporsional, dan
disanformusi vang tumbuf dabrm aang-
ruang kosony pemahaman. Nemun
dengan ruany komunikast yany lebih
sthal danespons yang lebrh konteketual,
reformast hukum acara pidama vang
stdang dilempuh pemennah dopan di-
tertma publik scbayzat bangkah maju vany
diperlukim untuk memperkuat keadifan
prosecural o Indonesia,



http://www.tcpdf.org

